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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman beriku: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab 
 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha‟ H Ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha‟ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Sad S Es (dengantitik di bawah) 
ض Dad D De (dengantitik di bawah) 
ط Ta T Te (dengantitik di bawah) 
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah) 
ع „ain „ apostrofterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi  
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El  
م Mim M Em 
ن Nun N En  
و Wawu W We  
 
 
 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrop 
ي Ya‟ Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 Contoh: ََفـْيـَك : kaifa 
  ََلَْوَـْ : haula 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathah a a  َا 
kasrah 
 
i i  َا 
dammah u u  َا 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathahdanya ai a dan i ََْيـ 
fathahdanwau au a dan u ََْوـ 
 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 Contoh: ََتََاـي   : mata 
  يـَيَر       : rama 
  ََمـْيِـق   : qila 
  َُتَُْوـًَـي    : yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: َِلاَفْطَلأاََُةـَضْوَر           :   raudah al-atfal 
َُةَهــِضَاـفـَْناََُةَـُـْيِدـ ًَ ـَْناَ       :   al-madinah al-fadilah 
َُةــ ًَ ـْكـِْحـَنا           :  al-hikmah 
Nama 
 
HarkatdanHuruf 
 
fathahdanalifat
auya 
ىََ ...َ|َ اََ ... 
 
kasrahdanya 
 
يــَ ِ  
 
dammahdanwa
u 
وـُــ 
 
HurufdanTan
da 
a 
i 
u 
Nama 
 
a dan garis di atas 
 
idangaris di atas 
 
udangaris di atas 
 
 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( َِّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: ََاَُـّـبَر : rabbana 
ََاُــَْيـّجَـ  : najjaina 
َُّقـَحْــَنا : al-haqq 
َُّجـَحْــَنا : al-hajj 
ََىِــُّعَ : nu“ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّيِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  َيِـهـَع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيِــبَرـَع : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: َُسـ ًْ َـ ِّ ّشَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َُةَــنَزْــن َّزَنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفـسْهَـفْــَنا : al-falsafah 
 
 
 
 
َُدَلاِـــبْــَنا  : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: ٌََ ْوُرـُيَأـت     : ta’muru>na 
َُءَْوّـُْــَنا     : al-nau’ 
 َءْيـَش     : syai’un 
َُتَْرـِي ُِ َُأ    : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِاللَ ٍُ ْـيِد     dinullah َِاللَِاِب     billah   
 
 
 
 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
َُْـَِاللَِة ًَ ْـــحَرَِْيفَْى hum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR).  
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
 
 
 
 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contohnya: 
 
 
 
 
B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
UIN =  Universitas Islam Negeri 
HPK = Hukum Pidana Ketatanegaraan 
KHI =  Kompilasi Hukum Islam 
KUH =  Kitab Undang-Undang Hukum 
BW =  Burgerlijk Wetboek 
LSM =  Lembaga Swadaya Masyarakat 
PPATS =  Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
PPAT = Pejabat Pembuat Akta Tanah 
SWT =  Subhanahu Wa Ta‟ala 
SAW =  Sallallahu „Alaihi Wasallam 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
 
 
 
 
QS…/…:…  =  QS, an-Nisa/4:4, QS, al-Munaafiqun/63:10, QS, al- 
   Baqarah/2:177,  
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
َص = ةحفص 
َود = ٌاكيٌَودب 
َىعهص = ىهسَوَّيهعَاللَيهص 
َط = ةعبط 
ٌَد = رشاٌََودب 
َخنا = َََِرخاَينا \ َاْرخاََينا  
َج = ءزج 
                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
ABSTRAK 
Nama :    Andi Wira Saputra  
Nim :    10300111013 
Jurusan :    Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Judul :   Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi    
Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata (Studi Kasus 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) 
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana kemashlahatan Hibah 
yang ada dalam KHI dan KUH Perdata, 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan 
kemashlahatan hibah antara suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
dan KUH Perdata, 3). Bagaimana pelaksanaan praktek hibah di Kecamatan Somba 
Opu? 
Teori kemaslahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori Hukum 
Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau 
kemanfaatan manusia itu sendiri daripada mempersoalkan masalah-masalah yang 
bersifat normatif saja. Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode 
penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti 
sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis 
langsung meneliti di Kecamatan Somba Opu untuk data yang diperlukan terkait 
dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni 
pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung Kepala Seksi Pemerintahan. 
Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa, Kecamatan Somba Opu telah menangani 
kasus hibah sebanyak lebih dari 68 beberapa di antaranya Kelurahan Tamarunang, 
Kelurahan Tombolo, Kelurahan Tompobalang. Adapun hibah berupa benda yang 
tidak bergerak yaitu tanah. 
 Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau 
lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan 
harus merupakan hak dari penghibah. Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam 
dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih 
mengakrabkan hubungan sesama manusia. Hibah dalam KUH Perdata adalah suatu 
perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan 
dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui 
lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.  
Berdasarkan hasil  Penelitian diatas dimana pada tiap tahun jumlah penghibah 
semakin meningkat. Dan semoga Kecamatan Somba Opu bisa menjalankan tugasnya 
dengan baik dengan menengahi atau memperantarai seseorang yang ingin berbuat 
kebaikan antara si penghibah dan penerima hibah.  
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang 
lain. Mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan 
hidup. Ada beberapa bentuk tolong-menolong untuk menjalin tali silaturrahmi, di 
antaranya adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, 
yang dikenal dengan nama hibah. 
Hibah merupakan akad yang masih sering di lakukan oleh masyarakat Indonesia. 
Hal ini mungkin disebabkan hibah termasuk perbuatan yang dianjurkan atau di 
syari'atkan oleh agama. Akan tetapi oleh kebanyakan orang, hibah hanya dipahami 
sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah 
itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang mengatur tentang hibah 
di Indonesia. Dengan demikian, maka di harapkan masyarakat dapat mengerti apa 
yang di maksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari 
larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, 
menghindari persengketaan, dan sebagainya. 
Di Indonesia, aturan atau Undang-undang yang mengatur persoalan hibah di 
antaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata).   
 
 
 
 
 Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan 
kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fiqih sepakat bahwa 
hukum hibah adalah sunah berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS An Nisa‟/4: 4. 
 َ َ  َ  ََ َ َ َََ َ ََ  َ   َ
 
Terjemahnya: 
berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada 
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah 
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan 
kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
1
 
Maskawin yang disebutkan dalam akad nikah adalah menjadi hak milik isteri 
dan dikuasai penuh olehnya. Oleh sebab itu, isteri berhak membelanjakan, 
menghibahkan, mensedekahkan, dan sebagainya dengan tiada perlu meminta izin 
kepada walinya atau suaminya. Begitu pula harta benda isteri yang lain tetap menjadi 
hak miliknya dan tidak ada hak suami untuk menghalanginya, kecuali kalau isteri itu 
safih (pemboros, tiada pandai berbelanja), maka isteri itu boleh dilarang 
mentasharrufkan harta bendanya. Pendeknya kekuasaan isteri terhadap harta 
bendanya tetap berlaku dan tiada berkurang karena perkawinan.
2
 
                                                             
1
Al-Qur‟an, Al Mushawwir, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Al Hambra, 
2014),  h. 77. 
2
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: PT. Hida karya Agung, 1989), 
h. 108. 
 
 
 
 
Menurut istilah, hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan 
pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa 
mengharapkan penggantian sedikitpun.
3
 
Nabi Muhammad SAW. pernah memberikan 30 buah kasturi kapada Najasyi, 
kemudian Najasyi meninggal dunia sebelum diterimanya, Nabi besar SAW. 
mencabut pemberian itu sesudah Najasyi mati.
4
 
Hibah juga merupakan suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan 
kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain 
unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada 
orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya. Di dalam Hukum Islam yang 
dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak dan hak milik dari sejumlah 
kekayaan.
5
 
 Maksud dan tujuan hibah itu sendiri adalah agar antara penghibah dan 
penerima hibah itu timbul rasa saling mencintai dan menyayangi. Akan tetapi tidak 
semua maksud dan tujuan yang baik itu menimbulkan akibat yang baik pula, apalagi 
tindakan yang dilakukan itu tanpa di dasari perhitungan yang matang.        
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Depag, Ilmu Fiqh, (Jakarta: CV. Yulina, 1984), h. 207-208. 
4
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1994), h. 313. 
5
Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, 
(Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 180. 
 
 
 
 
Suatu ikatan perkawinan dapat menimbulkan adanya harta perkawinan, yaitu 
semua harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta perkawinan ini menjadi harta 
bersama milik suami dan isteri, sekalipun hanya suami yang bekerja.  
Dengan adanya tiga macam harta dalam perkawinan tersebut maka seorang 
suami-isteri dapat menggunakan hartanya untuk dihibahkan.    
Perumusan hukum hibah yang diatur dalam KHI mengalami modifikasi dan 
ketegasan hukum demi terciptanya persepsi yang sama, baik bagi aparat penegak 
hukum maupun bagi anggota masyarakat.
6
 
Perkataan hibah atau memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 
perbuatan hukum itu dikenal, baik di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun 
Burgerlijk Wetboek (BW). Pada dasarnya peraturan tentang hibah dalam KUH 
Perdata secara umum bersumber dari gabungan hukum kebiasaan/hukum kuno 
Belanda dan code civil Prancis. Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan 
tersebut, maka pada tahun 1838, kodifikasi hukum perdata barat Belanda ditetapkan 
dengan Stb. 1838. sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, kodifikasi 
hukum perdata barat Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1848.
7
 Jadi, 
KUH Perdata yang berlaku di Indonesia adalah kutipan dari KUH Perdata yang 
berlaku di Belanda yang setelah di sesuaikan dengan keadaan masyarakat di 
Indonesia yang menggunakan asas konkordansi. 
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Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1999), h. 71. 
7
Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12. 
 
 
 
 
Hibah itu sendiri harus ada suatu persetujuan. Dilakukan sewaktu pemberi 
hibah masih hidup, dan harus diberikan secara cuma-cuma. Hal ini dirumuskan 
dalam Pasal 1666 BW yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan di 
mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik 
kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang 
menerima penyerahan itu.
8
 
Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak 
keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang 
pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada 
siapapun. Hibah ini termasuk materi hukum perikatan yang diatur di dalam Buku 
Ketiga Bab kesepuluh Burgerlijk Wetboek (BW). Berbeda dengan hukum waris salah 
satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya orang 
yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan 
dalam hibah, seorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksaan 
pemberian. Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan, yaitu:
9
 
1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah 
ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada 
penerima hibah. 
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Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 89. 
9
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 81. 
 
 
 
 
2. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta 
notaris, maka hibah batal. 
3. Hibah antara suami-isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika 
yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.
10
 
Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial 
yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam 
sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara 
damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi 
kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang 
dianjurkan oleh Islam adalah hibah.
11
  
Hibah menurut Islam sendiri adalah merupakan pemberian secara suka rela 
dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  
Teori kemaslahatan merupakan suatu teori yang lebih mementingkan 
kemaslahatan atau kemanfaatan manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah 
yang terdapat dalam peraturan atau undang-undang. Karena terkadang antara teori 
kemaslahatan dengan teks yang ada dalam undang-undang itu tidak sejalan. Teori 
maslahat ini digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi 
(raf'u haraj lazim).  
                                                             
10
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, 
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h.  81-82. 
11
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 
Van Hoeve, 1997), h. 106. 
 
 
 
 
Dengan melihat permasalahan diatas maka disini peneliti terdorong untuk 
mengadakan penelitian ilmiah untuk memperoleh kepastian hukumnya dengan 
mengkaji dan menyusun skripsi ini dengan judul "TINJAUAN 
KEMASHLAHATAN PRAKTEK HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM 
ISLAM (KHI) DAN KUH PERDATA". 
B. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus 
a. Fokus Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa 
variable yang dianggap penting yaitu 
1.  Hibah  : Akad atau perjanjian yang menyatakan 
pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain di 
waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan 
penggantian sedikitpun. 
2. KHI  : Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang                
diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para 
ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi 
pada Pengadilan Agama untuk diolah dan 
dikembangkan serta dihimpun dalam suatu himpunan. 
3. KUH Perdata :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis 
digunakan sebagai sumber pokok hukum perdata di 
Indonesia. 
 
 
 
 
 
b. Dekripsi Fokus 
Penelitian ini berfokus pada praktek hibah, apa yang dimaksud hibah, 
tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di 
dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari 
persengketaan, dan sebagainya. 
C. Rumusan Masalah 
Agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan 
dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana kemashlahatan hibah yang ada dalam KHI dan KUH Perdata? 
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kemashlahatan hibah antara suami dan 
isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata? 
3. Bagaimana pelaksanaan praktek hibah di Kecamatan Somba Opu? 
 
D. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan praktek hibah dalam 
kompilasi hukum islam (KHI) & KUH Perdata. Banyak literatur yang membahas 
mengenai permasalahan tersebut terutama buku-buku yang berkaitan tentang harta 
hibah. Agar pembahasan tersebut lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi 
dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
1. Dra. Siah Khosyi‟ah, M.Ag. di dalam bukunya Wakaf & Hibah menjelaskan 
tentang wakaf yang diawali dengan pembahasan sekilas permasalahan pranata 
institusi dan perangkat perundang-undangan wakaf. Pada pembahasan terakhir 
digambarkan tentang hibah merupakan pranata hukum Islam yang berkembang 
di masyarakat dan memerlukan informasi yang jelas tentang pengertian hibah, 
syarat dan rukunnya, bentuk dan macam hibah menurut perspektif ulama fiqh, 
dan batalnya hibah, khususnya di Indonesia. 
2. Yusran Lapananda, S.H, M.H. dalam bukunya Hibah dan Bantuan Sosial juga 
dilengkapi dengan berbagai regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Hibah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari APBD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD; 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman 
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan 
Kemiskinan. 
3. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di 
Indonesia menjelaskan hibah dan wasiat merupakan lembaga hukum yang 
dikenal dalam berbagai sistem hukum. Dalam konteks Indonesia lembaga ini 
dikenal dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat (Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata). Inti dari hibah adalah pemberian secara 
 
 
 
 
sukarela dari seseorang atau lebih terhadap orang lain, sedangkan wasiat adalah 
sebuah pernyataan yang berisi penggunaan atas harta benda yang dimiliki, kelak 
di kemudian hari ketika yang bersangkutan meninggal dunia. 
4. Zulkifli Othman dalam bukunya Hibah Pemberian Semasa Hidup menjelaskan 
pengenalan kepada konsep hibah menurut Hukum Syarak beserta sumber 
rujukan nas-nasnya. 
5. Syaikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin dalam bukunya Panduan Wakaf, 
Hibah dan Wasiat menjelaskan secara umum terdiri dari tiga bagian, bagian 
pertama membahas soal wakaf, antara lain membahas hal-hal elementer yang 
terkait dengannya, juga persoalan-persoalan yang ada di masa kini terkait wakaf. 
Sedangkan bagian yang kedua membahas masalah hibah, misalnya: syarat-syarat 
hibah, hibah kepada ahli waris, boleh tidaknya menarik kembali hibah dan hal 
lainnya terkait hibah. Dan bagian yang ketiga membahas masalah wasiat 
didalamnya dibahas mengenai hukum wasiat, jumlah maksimal yang boleh di 
wasiatkan, dapat tidaknya ahli waris wasiat dan pembahasan lainnya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
A. Tujuan 
Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka disini peneliti mempunyai 
tujuan yang ingin dicapai yaitu: 
1. Untuk menjelaskan ketentuan bagaimana kemashlahatan hibah yang ada 
dalam KHI & KUH Perdata. 
 
 
 
 
2. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaaan 
kemashlahatan hibah antara suami dan isteri dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) dan KUH Perdata.  
3. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan praktek hibah di Kecamatan 
Somba Opu. 
B. Kegunaan 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang 
berkaitan dengan praktek hibah. 
b. Untuk menambah hazanah ilmu pengetahuan tentang hukum hibah yang 
ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata. 
2. Kegunaan Praktis 
Dapat dijadikan masukan bagi hakim dan masyarakat dengan harapan mampu 
memberikan manfaat pemahaman sesuai dengan kebutuhan hakim maupun 
masyarakat tentang hukum hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
dan KUH Perdata. 
  
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Teori Kemashlahatan 
 Teori kemaslahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori Hukum Islam 
yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan 
manusia itu sendiri daripada mempersoalkan masalah-masalah yang bersifat normatif 
saja. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Qur’an dan al-
Hadits) maupun undang-undang tertulis saja, melainkan teori ini lebih 
menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai. Secara 
etimologi, kata maslahat berasal dari bahasa Arab yakni mashlahah yang berarti 
kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.
12
 Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan 
disebut dengan kata maslahat sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan 
dsb); faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan kegunaan; kebaikan; manfaat; 
kepentingan.
13
 
       Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang 
mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 
menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti 
menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi 
                                                             
12Wahbah al-Zuhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 818. 
13Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2008) h. 884. 
 
 
 
 
secara etimologis, dapat simpulkan bahwa setiap yang mengandung manfaat patut 
disebut maslahat.
14
 Sedangkan dalam mengartikan maslahat secara terminologi 
terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata 
hakikatnya adalah sama.Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-
Ghazali yang memandang maslahat dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat 
membawa kepada tujuan syara'. Perbedaan antara al-Ghazali dengan al-Thufi terletak 
pada boleh dan atau bisa (mampu) tidaknya akal mencari, mempertimbangkan dan 
menentukan suatu maslahat. 
        Dari beberapa definisi tentang maslahat dengan rumusan yang berbeda tersebut 
dapat disimpulkan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal 
sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) 
bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
15
 
       Al-Qur‟an dan Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam hanya menjelaskan 
segala aspek kehidupan secara garis besar atau global. Al-Syahrastani (w. 548 
H/1153 M) mengatakan: ”Teks-teks nas itu terbatas, sedangkan problematika hukum 
yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk 
menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak 
dikemukakan dalam nas dapat dicari pemecahannya. Oleh karena itu persoalan-
persoalan baru yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak 
harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas, akan tetapi harus dicari 
                                                             
14Amir Syarifuddin, UshulFiqh, jilid 2, (Jakarta: Logos WacanaIlmu, 2001), h. 323-324. 
15Amir Syarifuddin, UshulFiqh, h. 323-324. 
 
 
 
 
pemecahannya secara ijtihadi. Pandangan semacam ini memang merupakan anjuran 
bahkan perintah para pakar hukum Islam dari generasi ke generasi guna menggali 
dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum. 
B. Konsep Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
1. Pengertian Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Kata Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik 
berbentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar‟i hibah 
adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari 
seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama masih 
hidup. Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa 
hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan 
sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya. Dalam 
rumusan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf 9, hibah adalah pemberian suatu 
benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masa 
hidup untuk dimiliki. 
  Dari uraian di atas, hibah merupakan proses hukum perpindahan hak milik dari 
seseorang kepada orang lain, dilakukan ketika orang yang menghibahkan itu masih 
hidup dan bebas untuk di jual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang 
lain secara Cuma-Cuma. Hibah biasanya diberikan kepada keluarga atau ahli waris 
 
 
 
 
atau pada anak yang belum mampu berusaha sendiri sebagai pemberian modal usaha 
karena tidak mampu.
16
 
2.  Dasar Hukum Hibah 
       Hibah disyari'atkan dan dihukumi mandhub (sunah) dalam Islam, berdasarkan 
firman Allah SWT.  
       QS Al Baqarah/2: 177. 
 َ  َ َ  َ  َ َ َ  ََ   ََ َ َ    َ َ
    َ   َ  َ   َ  ََََ َ   َ  َ  َ
  َ     ََ َ  َ   َ  َ   َ   َ  َ َ ََ
  ََ   َ   َ َ ََ َ َ ََ  َ َ  َََََ
Terjemahnya:  
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; 
dan (memerdekakan) hambasahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; 
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang 
yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka 
Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa.
17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
                                                             
16Syiah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010),  h.239-240. 
17  Al-Qur’an, Al Mushawwir, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Bandung: Al-Hambra, 
2014), h. 27. 
 
 
 
 
       QS Al Munaafiqun/63: 10. 
  ََ َ ََ َ ََ   َ َََ  َ َ َ  َ
َ  َ  ََ  َََََ
Terjemahnya:   
dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: 
"Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai 
waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk 
orang-orang yang saleh?.
18
 
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam BAB VI 
Pasal 210: 
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat 
tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta 
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi 
untuk dimiliki. 
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.    
Pasal 211: 
Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. 
Pasal 212: 
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. 
                                                             
18  Al-Qur’an, Al Mushawwir, h. 555.                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
Pasal 213: 
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat 
dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. 
Pasal 214: 
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di 
hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak 
bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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3. Syarat dan Rukun Hibah dalam KHI 
Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 
1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan   
tindakan hukum. 
2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait 
dengan harta pemberi hibah. 
3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 
4. Di kalangan mazhab Syafi‟i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu 
hibah. 
5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan 
harta warisan. 
                                                             
19 Kompilasi Hukum Islam, (Cet. Terbaru; Jakarta: Permata Press, 2003), h. 64-65. 
 
 
 
 
6. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang 
memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya 
dilakukan secara tertulis. 
7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, 
menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.
20
 
Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sabagai berikut. 
1. Adanya pemberi hibah (al-wahib), yaitu pemilik sah barang yang 
dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah 
dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. 
2. Adanya penerima hibah (Al-Mauhubhalahu), yaitu setiap orang, baik 
perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah 
adalah anak yang masih dalam kandungan. 
3. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima. 
4. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, 
baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu 
barang.
21
          
 
                                  
 
                                                                          
                                                             
20 Syiah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010),  h.243-244. 
21Syiah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah, h.242-243. 
 
 
 
 
C.  Konsep Hibah dalam KUH Perdata 
1. Pengertian Hibah menurut KUH Perdata 
       Hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1666, penghibahan (bahasa 
Belanda: schenking, bahasa Inggris: danation). Dalam Pasal 1666 KUH Perdata 
tersebut dapat dipahami bahwa: 
       Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, 
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu 
benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-
undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang 
masih hidup.
22
 
       Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan 
cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" 
itu ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang 
lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang 
demikian itu juga dinamakan perjanjian "sepihak" (unilateral) sebagai lawan dari 
perjanjian "timbal balik" (bilateral). Perjanjian yang banyak tentunya adalah 
bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi 
karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.
23
 
                                                             
22Burgerlijl Wetbook, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Cet. II; Jakarta: Buana Press, 
2014), h. 484. 
23Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995), h. 95. 
 
 
 
 
       Perkataan "diwaktu hidupnya" si penghibah, adalah untuk membedakan 
penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament 
(surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi 
meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau 
ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan 
"legaat" (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini 
adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu 
perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara 
sepihak oleh si penghibah.   
       Perkataan penghibahan atau (pemberian) ini mempunyai dua pengertian, yaitu:
24
 
b. Penghibahan dalam arti yang sempit, adalah perbuatan-perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal ini. Misalnya syarat 
"dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Dalam hal ini orang 
lazim mengatakan "formale schenking" yaitu suatu penghibahan formal. 
c. Penghibahan dalam arti yang luas, adalah penghibahan menurut hakekat atau 
"materiele schenking", misalnya seorang yang menjual rumahnya dengan harga 
yang sangat murah atau membebaskan debitur dari hutangnya. Maka menurut 
pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, 
tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau 
memberikan. 
                                                             
24Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 99. 
 
 
 
 
2. Syarat-Syarat Hibah dalam KUH Perdata 
Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat hibah. 
Akan tetapi, dengan melihat pasal 1666 KUH Perdata maka dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, diantaranya adalah: 
a. Adanya Perjanjian 
b. Penghibah 
c. Penerima Hibah 
d. Barang Hibah 
Dibawah ini akan dijelaskan mengenai syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata yang 
telah disebutkan diatas. 
a. Adanya Perjanjian 
       Di dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dinamakan 
dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
       Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian oleh Buku III 
B.W adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua 
orang, yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang 
lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
25
 
 Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian 
dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
                                                             
25Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 122-123. 
 
 
 
 
memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu 
manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian 
yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu. Penghibahan, dalam hal ini dapat dikategorikan 
perjanjian dengan cuma-cuma atau biasa dinamakan dengan perjanjian sepihak 
(unilateral). 
 Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:
26
 
1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri. 
Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang 
bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan 
dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. 
Sebagaimana telah diterangkan dalam KUH Perdata, beberapa golongan 
orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan 
sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang di bawah 
umur, orang di bawah pengawasan dan perempuan yang telah kawin. 
Menurut yurisprudensi sekarang ini, perempuan yang sudah kawin cakap 
untuk membuat persetujuan atau dapat melakukan perbuatan-perbuatan 
hukum sendiri.      
                                                             
26Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 134-135. 
 
 
 
 
3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. 
Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu 
barang yang cukup jelas atau tertentu.  
4) Suatu sebab yang halal. 
       Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu keharusan), tetapi hal ini 
tentu akan menimbulkan kesukaran pada tempat-tempat yang jauh sekali letaknya 
dengan tempat adanya kantor notaris. Maka dapat dimengerti bahwa kadang-
kadang hibah ini dibuat di hadapan pejabat pemerintahan setempat. Akta hibah 
itu ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. Namun demikian, 
suatu hibah terhadap barang-barang yang bergerak tidak memerlukan suatu akta 
dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada 
seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama penerima hibah. 
Seperti: seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji kepada penerima 
hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta otentik yang dibuat di 
hadapan seorang notaris.
27
 
b. Penghibah 
       Untuk menghibahkan seseorang harus sehat pikirannya, harus sudah dewasa. 
Diadakan kekecualian dalam halnya seorang yang belum mencapai usia genap 21 
tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu 
perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia 21 tahun 
                                                             
27Elise T. Sulistinidan Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara 
Perdata, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 58-59. 
 
 
 
 
itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang 
tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan 
perkawinan.
28
 
       Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah setiap orang 
diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka 
yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu, seperti anak-anak di 
bawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan.
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       Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk 
menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam 
penghibahan. Penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut, 
dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh si penghibah bahwa 
ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, 
berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya 
seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, 
hal itu dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.
30
 
c. Penerima Hibah 
 Untuk  menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia 
harus diwakili oleh orang tua wali. Undang-undang hanya memberikan 
pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima 
                                                             
28Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 100. 
29Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 90. 
30Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995), h. 95-96.  
 
 
 
 
hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya 
penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan pasal 2 B.W. yang berbunyi: 
anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala 
kepentingan si anak itu menghendakinya.
31
 
 Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima 
penghibahan dari penghibah, yaitu:
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1) Orang yang menjadi wali atau pengampun si penghibah; 
2) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit; 
3) Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah. 
d. Barang Hibah 
 Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika 
ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar 
mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini 
maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu 
barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai 
barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak 
sah. Namun demikian, padi yang belum menguning disawah seluas satu hektar 
dapat dihibahkan. Karena padi itu merupakan barang yang ada dan merupakan 
sebagian harta benda milik pemberi hibah. 
                                                             
31Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995), h. 95-96. 
32Eman Suparman, Hukum Waris Islam dalam Perspektif  Islam, Adat, dan BW, (Bandung: 
PT. Refika Aditama, 2005), h. 86. 
 
 
 
 
 Setiap bagian dari harta benda milik pemberi hibah dapat dihibahkan. 
Sebaliknya berbuat sesuatu dengan cuma-cuma, seperti: mengetik naskah dengan 
disediakan kertas dan mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiah atau 
imbalan, berbuat dan tidak berbuat itu tidak merupakan bagian dari harta benda. 
  
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif lapangan. Juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai objek yang menjadi pokok permasalahan. Lokasi penelitian di Kec. 
Somba Opu.
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B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum 
positif), Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan 
menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library 
research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada 
peraturan perundang-undangan dan penetapanya. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder : 
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian 
lapangan, dengan cara intrview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan 
dengan melakukan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian 
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untuk menperoleh keterangan yang jelas. Dan sumber data tersebut dicatat 
melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, 
pengambilan foto, atau film. 
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan teknik untuk mencari bahan-bahan atau 
data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan 
primer dan dapat dipakai menganalisa permasalahan. Data sekunder 
dikumpulkan melalui library reseacrh, dengan jelas menelaah peraturan 
perundang-undangan terkait, jurnal ilmia, tulisan makalah, dokumen atau 
arsip, dan bahan lain dalam bentuk  tertulis yang ada relevansinya dengan 
judul skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis mengunakan beberapa metode dalam 
pengumpulan data,  yaitu : 
a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang 
membicarakan jawaban atas  pertanyaan itu
34
. Wawancara yang dilakukan 
oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang berarti penulis melakukan 
kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang 
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berupa daftar pertanyaan yang ditnyakan oleh penulis kepada informannya 
untuk menperoleh data yang lebih lengkap. Untuk mendapatkan informasi 
mengenai Tinjauan Kemashlahatan Praktek Hibah dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) & KUH Perdata (Studi kasus Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa). 
b. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang 
wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang di sengaja untuk 
menpengaruhi, mengatur, atau memanipulasi.
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c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau 
data-data yang bersangkutan. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” sejauh penelitian kulitatif siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya turun di lapangan untuk meneliti. 
Adapun alat-alat instrumen disiapkan oleh peneliti untuk meneliti  adalah:  
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk menperoleh informasi dari informan 
yang berupa daftar pertanyaan. 
b. Buku catatan dan alat tulis, alat ini berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dari sumber data. 
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c. Kamera, alat ini berfungsi untuk memotret juga peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informannya. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan 
yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode 
pengolahan data dalam penelitian ini yaitu : 
1) Klasifikasi data adalah menggolongkan atau mengkatagorikan data yang 
dihasilkan oleh penelitian. 
2) Reduksi data adalah memilah-milah data yang sesuai dengan topik 
dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
3) Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam  melakukan 
penelitian kepustakaan maupuan penelitian lapangan dengan pokok 
pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu 
pada setiap data tersebut. 
4) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang untuk 
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsaan data didekripsikan dalam 
menemukan jawaban pokok permasalahan. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Analisis data 
Teknik analisis data bertujuan untuk mengurangi dan memecahkan 
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan 
adalah analisis data kulitatif. Analisis data kualiatif adalah upaya yang 
dilakuka dengan jalan mengumpulkan memilah, mengklasifikasi, dan 
mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar 
sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Dalam hal ini penulis memakai beberapa teknik dalam pengujian dan 
keabsahan data,yaitu antara lain : 
a. Perpanjangan Keikutsertaan 
Penulis akan membutuhkan waktu yang panjang dalam hal ini peneliti 
tinggal dilapangan untuk meneliti sampai pengumpulan data tercapai. 
b. Triangulasi 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembandingan terhadap data itu. 
 
 
 
 
 
c. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi 
Teknik dilakukan yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara yang 
diperoleh dalam bentuk diskusi dan hasil diskusi trsebut bisa dijadikan 
perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. 
d. Auditing                                                                                       
Peneliti akan menyediakan segala macam pencatatan yang diperlukan 
dan bahan-bahan peneliti yang tersedia dan merangkum semua data yang 
telah dilakukan melalui pengamatan, wawancara, rekaman, dll. 
 
  
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Pembahasan Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu 
Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah 
Utara Kota Makassar. Sebelah Selatan Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat 
Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan 
dengan Kecamatan Bontomarannu. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 14 (empat 
belas) kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No.7 Tahun 2005. Ibukota 
Kecamatan Somba adalah Sungguminasa. 
Jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu sebesar 130.126 jiwa yang terdiri dari 
laki-laki sebesar 64.442 jiwa dan perempuan sebesar 65.684. 
Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Somba Opu seperti sarana 
pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 52 buah, Sekolah Dasar 
Negeri 14 buah, Sekolah Dasar Inpres 30 buah, Sekolah Dasar Swasta 5 buah. 
Sekolah Luar Biasa 1 buah. Sekolah Lanjutan Pertama Negeri 4 buah, Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama Swasta 4 buah. Sekolah Menengah Umum Negeri 2 buah, 
Sekolah Menengah Umum Swasta 6 buah, Sekolah Menengah Kejuruan 8 buah, 
Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 8 buah. Madrasah Ibtidayah 5 buah, Madrasah 
Tsanawiyah 7 buah dan Madrasah Aliyah 6 buah. Disamping itu terdapat beberapa 
sarana kesehatan, seperti Rumah Sakit Umum, Rumah Bersalin, Poliklinik, 
 
 
 
 
Puskesmas dan lain-lain. Ada juga tempat ibadah (Masjid,Surau dan Gereja) dan 
pasar. 
Penduduk Kecamatan Somba Opu sebagian besar bermata pencaharian sebagai 
petani padi dan palawija, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada 
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan jasa. Partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari kontribusi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan (PBB) yang telah mencapai 100,87 persen. 
2. Profil Kecamatan Somba Opu 
Dengan luas wilayah  28,09 Km
2
 atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah 
Kabupaten Gowa), dengan batas-batasnya : 
 Sebelah Utara  : Kota Makassar 
 Sebelah Barat : Kota Makassar 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga  (sungai Jeneberang) 
 Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Kecamatan Bontomarannu 
Terbagi dalam wilayah administrasi, masing-masing yaitu : 
1. 14 Kelurahan, yaitu : 
a. Kelurahan Sungguminasa luas  1,46 Km
2
 
b. Kelurahan Bonto-bontoa luas  1,61 Km2 
c. Kelurahan Batangkaluku luas  1,30 Km2 
d. Kelurahan Tompobalang luas  1,80 Km2 
e. Kelurahan Katangkaluas  luas      1,36 Km2 
 
 
 
 
f. Kelurahan Pandang-pandang luas  1,55 Km2 
g. Kelurahan Tombolo luas  luas      2,06 Km2 
h. Kelurahan Kalegowa luas  1,21 Km2 
i. Kelurahan Samata  luas  2,44 Km2 
j. Kelurahan Romang Polong luas  3,71 Km2 
k. Kelurahan Paccinongang luas  2,32 Km2 
l. Kelurahan Tamarunang luas  2,16 Km2 
m. Kelurahan Bontoramba luas  2,20 Km2 
n. Kelurahan Mawang luas  luas      2,99 Km2 
TOTAL  LUAS 28,09 Km
2 
2. 28 Lingkungan, yaitu : 
- Lambaselo - Je‟neberang - Hasanuddin - Pao-pao 
- Sungguminasa - Lakiyung  - Tamalate              -Panggentungan 
- Bonto-bontoa - Katangka - Samata - Beroanging 
- Bontokamase - Pandang 2 - Borong Raukang - Galoggoro 
- Batangkaluku - Mangasa - R. Polong -Bontobaddo 
- Karetappa - Tombolo - Garaganti              - Biring Balang 
- Cambaya - Pa‟bangiang - Pacinongang - Buttadidi 
 
 
 
 
 
3. Kedudukan Kecamatan Somba Opu 
Kecamatan dalam struktur birokrasi pemerintah daerah merupakan institusi 
terdepan dalam berhubungan dengan masyarakat organisasi kecamatan merupakan 
front office pemerintah dengan masyarakat dapat pula disebut sebagai organisasi 
jalanan (stree level buareucracy). Organisasi ini sangat menentukan citra baik dan 
buruknya layanan dan pengayoman serta perlindungan pemerintah atas 
masyarakatnya, citra pemerintah sangat tergantung dari kinerja kecamatan dan 
kelurahan khususnya. Salah satu faktor yang menetukan kinerja organisasi 
pemerintah kecamatan adalah adanya kewenangan yang jelas yang harus dikerjakan 
oleh kecamatan.
36
 
Keberadaan kecamatan dalam suatu daerah akan memberikan dampak positif 
terhadap daerah tersebut, kedudukan kecamatan merupakan salah satu perangkat 
pemerintah daerah yang membantu menjalankan dan mengatur daerah tersebut 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. 
Kedudukan kecamatan dalam pemerintah daerah sebagaimana terdapat di 
dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, pasal 47 menyebutkan bahwa : 
1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat. 
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3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah.
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4. Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan \Somba Opu 
Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 53 tahun 2008 tentang Tugas 
Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan 
Kabupaten Gowa. 
 Adapun tugas dan Fungsi serta rincian tugas  Jabatan Struktural pada Kantor 
Kecamatan adalah : 
 
1. Camat 
Adapun tugas pokok Camat memimpin Kecamatan dalam membina, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, 
pembangunan masyarakat Kelurahan perekonomian, Kesejahteraan rakyat, 
pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat 
Kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.     
Tugas pokok Camat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas adalah 
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk 
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menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan perundang-undangan 
yang berlaku.  
Adapun tugas Camat sebagai berikut : 
a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan 
kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, 
pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan 
kesejahteraan rakyat. 
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum. 
d. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan. 
e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya.  
f. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub 
Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya. 
g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, 
administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (asset) serta 
keuangan Kecamatan. 
h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 
pegawai dalam lingkup Kecamatan. 
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait. 
 
 
 
 
j. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan, para Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
Dalam menjalankan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi  sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban 
umum; 
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
undangan; 
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
Kecamatan; 
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa atau 
kelurahan; 
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan; 
 
 
 
 
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 
fungsinya; 
 
2. Sekretaris Kecamatan 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, 
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan 
penyelenggaraan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan 
kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dalam 
lingkup Kecamatan. 
 Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, 
keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai 
dengan bidang tugasnya : 
a. Menyusun rencana program dann kegiatan Sekretariat Kecamatan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas; 
c. Menerima, meneliti, mengagenda dan mendistribusikan surat-surat 
masuk dan surat keluar; 
d. Mengelola urusan rumah tangga;    
e. Mengelola urusan administrasi keuangan; 
f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian; 
g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan; 
 
 
 
 
h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan 
program/kegiatan; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; 
Sekretaris Kecamatan membawahi 3 sub bagian yaitu : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
3. Sub Bagian Keuangan 
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
 
a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang umum 
dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat 
c. Mengelola dan melaksanakan urusan tata kearsipan; 
d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan 
dinas;  
e. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan; 
f. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;  
g. Mengelola dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian; 
h. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya; 
 
 
 
 
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
Umum dan kepegawaian; 
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
karier; 
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
 
a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan kecamatan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja 
Kecamatan; 
c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan; 
d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan 
kecamatan; 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan 
di lingkup kecamatan; 
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 
Perencanaan dan Pelaporan; 
g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program 
kegiatan; 
 
 
 
 
h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 
Pelaporan; 
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, 
RENSTRA dan RENJA; 
j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan 
karier 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
3. Sub Bagian Keuangan 
 
a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian keuangan; 
b. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan 
anggaran di lingkup kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
c. Membuat daftar usulan kegiatan; 
d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 
e. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan 
dan lima tahunan; 
h. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; 
i. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan; 
 
 
 
 
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian Keuangan; 
k. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
 
1. Seksi Pemerintahan 
Seksi pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam membina , 
mengkordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan dibidang pemerintahan. 
 Adapun rincian tugasnya sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana  program dan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;  
b. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan; 
c. Menyelenggarkan fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan penyelesaian 
perselisihan antar Kelurahan; 
d. Menfasilitasi penataan Kelurahan dan penyusunan Peraturan Kelurahan 
e. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi asset 
daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya; 
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;  
g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
 
 
 
 
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Seksi pemerintahan; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat; 
 
2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat 
dalam membina, mengkoordinasikan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 
pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum. 
 Adapun rincian tugasnya sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana  program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
b. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
Umum;  
c. Menyelenggarakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, ideologi dan 
kesatuan bangsa serta kemasyarakatan;  
d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong dan 
perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya; 
e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat 
beragama; 
f. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati 
serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;  
 
 
 
 
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 
h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat; 
 
3. Seksi Perekonomian 
 Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, 
mengkoordinasikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian. Adapun rincian tugasnya 
sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana  program dan kegiatan Seksi Perekonomian sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas;  
b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian di 
wilyah kerjanya; 
c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan perekonomian 
Kelurahan/Desa di wilayahnya; 
d. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan 
tertentu sesuai dengan kewenangannya; 
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 
 
 
 
 
f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Seksi Perekonomian; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat; 
 
4. Seksi Kesehjateraan Sosial 
Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, 
mengkoordinasikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian. 
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, 
generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan 
wanita; 
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan 
masyarakat; 
d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan 
kesehatan; 
 
 
 
 
e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan 
penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalh sosial 
f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 
g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Seksi Kesejahteraan Sosial; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
5. Seksi Pembangunan 
 Seksi  Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, 
mengkoordinasikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan.  
Adapun rincian tugasnya sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembangunan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 
b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan 
desa/kelurahan di wilayah kerjanya; 
c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah 
di wilayah kerjanya; 
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat; 
e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 
lembaga adat; 
 
 
 
 
f. Menyelenggarakan fasillitasi kegiatan organisai sosial/kemasyarakatan dan 
LSM; 
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan 
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 
i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan; 
k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada camat. 
5.  Susunan Organisasi Kecamatan 
a. Camat. 
b. Sekretaris. 
1. Ka Sub bagian umum dan kepegawaian. 
2. Ka Sub bagian perencanaan dan pelaporan. 
3. Ka Sub bagian keuangan. 
c. Kelompok jabatan fungsional. 
d. Ka Seksi pemerintahan. 
e. Ka Seksi ketentraman dan ketertiban umum. 
f. Ka Seksi perekonomian. 
g. Ka Seksi kesehjateraan sosial.. 
h. Ka Seksi pembangunan. 
 
 
 
 
 
B. Hibah Antara Suami dan Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
KUH Perdata 
1. Hibah antara Suami dan Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk menjalin 
kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan 
sesama manusia. Islam, sesuai dengan namanya bertujuan agar penganutnya 
hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan 
saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk 
terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah.
38
 
       Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai 
penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika si penghibah dalam 
keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran 
apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi 
kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.
39
 
       Menurut Prof. H. Mahmud Yunus di dalam "Tafsir Qur'an Karim" 
memberi keterangan ayat 177 sebagai berikut: yang dimaksud kebaikan adalah 
membelanjakan harta untuk:1. Karib kerabat, seperti: anak, isteri, dan 
sebagainya; 2. anak yatim; 3. orang miskin; 4. musafir, dan sebagainya. 
       Dengan melihat beberapa pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam 
maupun dalil-dalil naqli, maka suami maupun isteri berhak dan berwenang atas 
                                                             
38Ensiklopedi Islam, (Cet. IV; Jakarta: PT. IchtiarBaru Van Hoeve, 1997), h. 106. 
39Sudarsono, Hukum Warisdan Sistem Bilateral, (Jakarta: RinekaCipta, 1994), h. 103. 
 
 
 
 
harta kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena 
kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan 
perkawinan.
40
 Karena itu baik suami maupun isteri berhak mempergunakan 
hartanya untuk dibelanjakan maupun dihibahkan, dan suami berhak untuk 
menghibahkan hartanya kepada isterinya maupun sebaliknya. 
       Hibah dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anak maupun isterinya 
(ahli waris) yang masih dalam ikatan perkawinan. Dalam hal ini tidak ada 
ketentuan tentang siapa pihak yang berhak menerima maupun memberi hibah. 
Sehingga, hibah itu dapat diberikan kepada siapa saja. Hanya saja di syaratkan 
bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu berlangsungnya proses 
(aqad) pemberian tersebut. Karena proses pemberian itu di lakukan secara 
langsung dari pemberi kepada penerima. 
 
2. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Diperbolehkan Hibah antara Suami-Isteri 
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami-isteri. Sehingga, dengan adanya harta 
milik masing-masing suami-isteri itu, baik suami maupun isteri mempunyai 
hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa 
hibah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain adalah:  
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a. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri 
karena perkawinan. 
b. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian 
juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Suami 
tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya 
tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan. 
c. Hibah menjadi sah apabila telah memenuhi beberapa syarat, demikian pula 
hibah antara suami-isteri tetap dibolehkan. 
d. Tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang akan atau berhak menerima 
hibah, baik kepada ahli waris, sahabat karib atau kepada lembaga umum. 
Sehingga hibah itu dapat diberikan kepada siapa saja.  
e. Hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab itu pelaksanaan hibah 
seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik dan benar.  
f. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, serta dapat memperbaiki 
hubungan suami-isteri dan lebih menumbuhkan rasa saling mencintai antar 
suami-isteri 
g. Barang-barang yang dihibahkan adalah barang-barang yang halal dan setelah 
hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan 
malapetaka baik bagi pemberi maupun penerima hibah. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hibah antara Suami dan Isteri dalam KUH Perdata 
Ada beberapa istilah yang dapat dinilai sama dengan hibah, yakni 
"schenking" dalam bahasa Belanda dan "gift" dalam bahasa Inggris. Akan 
tetapi antara schenking dengan hibah terdapat perbedaan mendasar, terutama 
yang menyangkut masalah kewenangan isteri. Demikian pula yang terjadi 
antara suami-isteri  "schenking" tidak dapat dilakukan oleh isteri tanpa bantuan 
suami. Demikian pula "schenking" tidak boleh antara suami-isteri.
41
 
       Wanita yang bersuami menurut Hukum Barat (Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata) sebagaimana pasal 119 BW menyebutkan: 
       "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan 
bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan 
perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang 
perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara 
suami dan isteri".   
       Jadi hukum perkawinan dalam KUH Perdata menganut azas persatuan atau 
pencampuran harta kekayaan atau azas harta kekayaan bersama. Akan tetapi 
berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris 
sebelum dilangsungkan perkawinan maka suami-isteri dapat menempuh 
penyimpangannya. Harta kekayaan bersama terdiri dari: 
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a. Aktiva, yang meliputi modal, laba serta bunga dari barang yang bergerak 
maupun tidak bergerak, yang diperoleh suami isteri itu sebelum maupun 
selama perkawinannya. Juga termasuk yang diperoleh sebagai hadiah dari 
pihak ketiga, kecuali bilamana ada larangan hibah itu dimasukkan dalam 
persatuan harta kekayaan. 
b. Pasiva, yang meliputi hutang-hutang suami isteri yang dibuat sebelum 
maupun selama perkawinannya. 
       Harta kekayaan di dalam perkawinan itu tidak boleh diadakan perubahan 
apapun juga selama perkawinan. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi 
pihak ketiga. Bahkan selama perkawinan jual beli atau hibah antara suami isteri 
pun dilarang.
42
 Sebagaimana pasal 1678 disebutkan bahwa: 
 "Dilarang adalah penghibahan antara suami-isteri selama perkawinan. 
Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-
pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu 
tinggi mengingat kemampuan si penghibah." 
       Pasal 1678 KUH Perdata tersebut melarang penghibahan antara suami dan 
isteri selama perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini 
tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda 
bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat 
kemampuan sipenghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau 
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suami-isteri itu kawin dengan perjanjian perpisahan kekayaan, sebab kalau 
mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal 
dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, 
baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan 
penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-
orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau 
si isteri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada 
kekayaan si suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat 
adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan.
43
 
      Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah, kecuali: 
a Anak-anak di bawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah. 
Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. 
Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya. 
b Antara suami isteri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu 
pemberian hibah antara suami-isteri yang terikat dalam perkawinan adalah 
terlarang. Maksud pelarangan ini jelas, untuk memperlindungi pihak ketiga 
yang mempunyai tagihan kepada salah seorang di antara suami-isteri tersebut. 
 Kalau hal ini tidak dilarang, suami-isteri bisa saja menghindari kewajiban 
tanggung jawab kepada pihak ketiga. Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak 
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atas seluruh harta kekayaan suami-isteri. Di antara suami-isteri boleh 
dilakukan penghibahan sepanjang barang-barang kecil yang umumnya 
mempunyai harga rendah seperti memberi hadiah ulang tahun sebagai buah 
tangan dan sebagainya, sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun 
pemberian semacam ini pun terbatas atas benda-benda yang berwujud saja.
44
 
 Dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 1678 ini ada artinya, oleh 
karena disitu ada campur kekayaan secara bulat antara suami dan isteri, 
apabila pada permulaan perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan 
yang menentukan pemisahan kekayaan. Kalau pemberian-pemberian diantara 
suami-isteri diperbolehkan, maka mereka leluasa secara praktis mengadakan 
kekecualian dalam hal campur kekayaan secara bulat ini, sedang ini sama 
sekali tidak diperbolehkan oleh Burgerlijk Wetboek (BW). 
       Juga dapat dikatakan, bahwa alasan mengadakan larangan pemberian 
antara suami-isteri ini sekiranya terletak pada keinginan pembentuk undang-
undang akan menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak 
milik dari suami kepada isteri atau sebaliknya dengan merugikan orang-orang 
berpiutang (kreditur). 
 Ayat 2 dari pasal 1678 KUH Perdata mengecualikan dari larangan ini hal 
penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak dan bertubuh 
(roerende lichamelijke goederen) yang tidak tinggi harga nilainya. 
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Ukuran ini tidak ditegaskan secara jelas, akan tetapi menurut wirjono 
Prodjodikoro, batas antara boleh atau tidak diadakan penghibahan diantara 
suami dan isteri ini sangat tergantung dari besar kecilnya kekayaan mereka 
dan dari kedudukan mereka dalam masyarakat. 
6. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Larangan Hibah antara Suami-isteri 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi larangan hibah antara suami-isteri dalam 
KUH Perdata, antara lain adalah:  
a. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan demi menghindarkan 
peralihan harta benda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya. 
b. Apabila larangan tersebut tidak ada, maka apabila suami mempunyai banyak 
hutang ia dapat mengalihkan hak milik atas barang-barang yang bernilai 
kepada isterinya agar tidak dapat disita dan dilelang oleh Pengadilan untuk 
pembayaran hutang suami kepada krediturnya. 
c. Alasan larangan pemberian antara suami isteri ini juga terletak pada 
keinginan pembentuk undang-undang akan menghindarkan penipuan dan 
korupsi perihal pemindahan hak milik dari suami kepada isteri atau 
sebaliknya.  
d. Larangan penghibahan suami-isteri tersebut tidak ada artinya apabila suami-
isteri kawin tanpa perjanjian perkawinan. Karena, tidak ada gunanya bagi 
suami yang banyak hutangnya untuk menghibahkan benda-benda yang 
bernilai kepada isterinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan 
 
 
 
 
dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran hutang suami, sebab 
benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta bersama yang tidak bebas 
dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar hutang suami. 
Untuk memperlindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah 
seorang di antara suami-isteri tersebut. 
 
C. Pelaksanaan Praktek Hibah 
1. Data Hasil Penelitian 
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH 
SEMENTARA 
(PPATS) 
CAMAT 
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
SK KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel Nomor : 101/KEP-73.6/V/12 
Tanggal 21 Mei 2012 
Jalan Sirajuddin Rani No.71 Bonto-bontoa 
 
AKTA HIBAH 
Nomor : 501/KSO/KTM/IX/2013 
Lembar Pertama / Kedua 
 
Pada hari ini, Jum‟at tanggal 06 (Enam) 
 
 
 
 
bulan September tahun 2013 ( Dua Ribu Tiga Belas) 
 
Hadir dihadapan saya ANDI KUMALA IDJO, Sarjana Hukum------------------------------------ 
Yang berdasarkan Surat Keputusan KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel ----------------------------------- 
Tanggal 21 Mei 2012 Nomor 101/KEP-73.6/V/12 ------------------------------------------------------- 
Diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya  disebut  
PPAT, yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun   1997 
tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Somba Opu  Kabupaten  
Gowa. 
Dan berkantor di Jalan Sirajuddin Rani No. 71 Bonto-bontoa. Dengan 
dihadiri oleh saksi–saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 
:  
 
I. - SOMA DG. TAWANG, Lahir di Panggentungan, Pada Tanggal 22 
Desember 1961, Buruh Harian Lepas, Islam, Bertempat tinggal di 
Panggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 
Gowa ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.221261.0002 --------------------------- 
-   Warga Negara Indonesia;  ----------------------------------------------------------------------------- 
- selaku PENGHIBAH,  untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ------------------ 
 
 
 
 
 
II. - S A N T I, Lahir di Kendari Pada Tanggal 11 Januari 1981, Mengurus rumah 
tangga, Islam, Bertempat Tinggal di Jalan Dato Panggentungan Kelurahan 
Tamarunang, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa --------------------------------------- 
      -  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.510181.0002 ----------------------------- 
         Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------- 
- SelakuPENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------- 
 
Para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / 
para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebut 
pada akhir  akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pihak  Pertama  menerangkan  dengan  ini menghibahkan  kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :  ---------------------- 
 Hak Milik atas sebidang tanah : --------------------------------------------------------------------- 
Persil Nomor 37 DII, Kohir Nomor 673 C1, Seluas + 112 m2 ( seratus Dua 
Belas Meter Persegi), dengan batas – batas : 
Sebelah Utara : Tanah milik Syamsuddin Dg. Rate 
Sebelah Timur : Tanah milik Soma Dg. Tawang 
Sebelah Selatan : Tanah milik syukur Dg. Rani 
Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Sarifah 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT-PBB) 
Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.06.040.001.009.0034.0 
 
 
 
 
Berdasarkan alat – alat bukti berupa :  ----------------------------------------------------------------------- 
1. APHB NO. 09/KSO/KTM/I/2013 
2. PBB 2013 
3.  
- Terletak di : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Propinsi   : Sulawesi Selatan 
 - Kabupaten   : Gowa 
 - Kecamatan    : Somba Opu 
 - Desa / Kelurahan  : Tamarunang 
 - Lingkungan   : Panggentungang 
Hibah ini meliputi  pula : --------------------------------------------------------------------------------------- 
T a n a h   K o s o n g ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah” . ---------------- 
Pihak pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  -------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 1 --------------------------------------- 
Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  
Pihak  Kedua  dan  karenanya  segala keuntungan yang didapat dari, dan segala 
kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak 
Kedua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 2 --------------------------------------- 
 
 
 
 
Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya 
sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan 
tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang 
tampak dan/atau tidak tampak. -------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 3 --------------------------------------- 
Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan 
tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku. -----------------------------------------------------  
 -----------------------------------  Pasal  4 -------------------------------------- 
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek hibah dalam akta ini 
dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para 
pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional 
tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -----------------------------------  Pasal  5 -------------------------------------- 
Kedua  belah Pihak  telah  mengetahui betul dengan baik obyek tanah yang 
dimaksud, letak dan batas – batasnya serta segala sesuatu yang terkandung 
didalamnya dan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas obyek 
dimaksud maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya dan siap 
menanggung segala resiko hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara dan para saksi lainnya. ------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal  6 -------------------------------------- 
 
 
 
 
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 7 --------------------------------------- 
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segalanya biaya peralihan hak ini 
dibayar oleh Pihak Kedua. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akhirnya  hadir  juga   dihadapan   saya,   dengan   dihadiri  oleh   saksi – saksi  yang  
sama  dan  disebutkan  pada  akhir  akta  ini  yang menerangkan  telah  mengetahui  
apa  yang  diuraikan  diatas  dan menyetujui  hibah dalam  akta  ini.  --------------------------------- 
 
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan saksi – saksi sebagai berkut :  ---------------- 
 
1. HARIS S, SE, M.Si Lurah Tamarunang  
2. H. HASAN BASRI Kepala Lingkungan Panggentungang 
 
Sebagai saksi – saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,maka sebagai   bukti 
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua 
tersebut diatas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak 
Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu1 (satu) 
rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua 
 
 
 
 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk keperluan 
pendaftaran peralihan  hak  akibat  hibah  dalam  akta  ini. 
 
 Pihak Pertama Pihak Kedua 
 
 
 
 SOMA DG. TAWANG S A N T I     
 
Saksi – saksi 
 
 
 1.Lurah Tamarunang 2. KaLingk. Panggentungang 
 HARIS S, SE, M.Si H. HASAN BASRI 
 
 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPATS) 
Kecamatan Somba Opu 
(PPATS) 
CAMAT 
 
 
 
 
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
SK KaKanWil BPN Porp. Sul-Sel Nomor : 101/KEP-73.6/V/12 
Tanggal 21 Mei 2012 
Jalan Sirajuddin Rani No.71 Bonto-bontoa 
 
AKTA HIBAH 
N 
Hadir dihadapan saya ANDI KUMALA IDJO, Sarjana Hukum------------------------------------ 
Yang berdasarkan Surat Keputusan KaKanWil BPN Porp. Sul-Sel ----------------------------------- 
Tanggal 21 Mei 2012 Nomor 101/KEP-73.6/V/12 ------------------------------------------------------- 
Diangkat/ditunjuk   sebagai   Pejabat  Pembuat   Akta   Tanah, yang selanjutnya  
disebut  PPAT,  yang  dimaksud  dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah   Nomor   24 
Tahun   1997   tentang   Pendaftaran  Tanah, dengan   daerah   kerja   Kecamatan   
Somba  Opu  Kabupaten  Gowa. 
Dan berkantor di Jalan Sirajuddin Rani No. 71 Bonto-bontoa. Dengan 
dihadiri oleh saksi–saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 
:  
 
I - HAMMADO BIN SAWALLI ( Dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis  
H. DG.NOMPO ), Lahir di Panggentungan, Pada Tanggal 15 Oktober 1959, 
Buruh Harian Lepas, Islam, Bertempat tinggal di Jalan Bate Salapang 
 
 
 
 
Pa‟dendeang, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 
Gowa ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.151059.0003 --------------------------- 
-   Warga Negara Indonesia;  ----------------------------------------------------------------------------- 
- selaku PENGHIBAH,  untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ------------------ 
 
II- R I K A, Lahir di Gowa, Pada Tanggal 01 Juli 1985, Tukang Jahit, Islam, 
Bertempat Tinggal di Jalan Pa‟dendeang Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa------------------ 
         Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.410785.0060 ----------------------------- 
         Warga Negara Indonesia; ------------------------------------------------------------------------------- 
- SelakuPENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------- 
 
Para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / 
para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebut 
pada akhir  akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pihak  Pertama  menerangkan  dengan  ini menghibahkan  kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :  ---------------------- 
 Hak Milik atas sebidang tanah : --------------------------------------------------------------------- 
Persil Nomor 10 DIII, Kohir Nomor 1015 C1, Seluas + 71 m2 ( Tujuh Puluh 
Satu Meter Persegi), dengan batas – batas : 
Sebelah Utara : Tanah milik Risma 
 
 
 
 
Sebelah Timur : Lorong 
Sebelah Selatan : Salurah Air 
Sebelah Barat : Tanah milik Subagya 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT-PBB) 
Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.06.040.001.002.0177.0 
Berdasarkan alat – alat bukti berupa :  ----------------------------------------------------------------------- 
1.Rincik 
2.PBB 2013 
3. 
- Terletak di : Jalan Bate Salapang -------------------------------------------------------------------- 
 - Propinsi   : Sulawesi Selatan 
 - Kabupaten   : Gowa 
 - Kecamatan    : Somba Opu 
 - Desa / Kelurahan  : Tamarunang 
 - Lingkungan   : Panggentungang 
Hibah ini meliputi  pula : --------------------------------------------------------------------------------------- 
Bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya --------------------------------------------------------- 
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah” . ---------------- 
Pihak pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  -------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 1 --------------------------------------- 
 
 
 
 
Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  
Pihak  Kedua  dan  karenanya  segala keuntungan yang didapat dari, dan segala 
kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak 
Kedua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 2 --------------------------------------- 
Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya 
sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan 
tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang 
tampak dan/atau tidak tampak. -------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 3 --------------------------------------- 
Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan 
tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku. ----------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal  4 -------------------------------------- 
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek hibah dalam akta ini 
dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para 
pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional 
tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -----------------------------------  Pasal  5 -------------------------------------- 
Kedua  belah Pihak  telah  mengetahui betul dengan baik obyek tanah yang 
dimaksud, letak dan batas – batasnya serta segala sesuatu yang terkandung 
 
 
 
 
didalamnya dan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas obyek 
dimaksud maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya dan siap 
menanggung segala resiko hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara dan para saksi lainnya. ------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal  6 -------------------------------------- 
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 7 --------------------------------------- 
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segalanya biaya peralihan hak ini 
dibayar oleh Pihak Kedua. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akhirnya  hadir  juga   dihadapan   saya,   dengan   dihadiri  oleh   saksi – saksi  yang  
sama  dan  disebutkan  pada  akhir  akta  ini  yang menerangkan  telah  mengetahui  
apa  yang  diuraikan  diatas  dan menyetujui  hibah dalam  akta  ini.  --------------------------------- 
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan saksi – saksi sebagai berkut :  ---------------- 
 
1. HARIS S, SE, M.Si Lurah Tamarunang  
2. H. HASAN BASRI Kepala Lingkungan Panggentungang 
 
 
 
 
 
Sebagai saksi – saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,maka sebagai   bukti 
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua 
tersebut diatas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak 
Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu1 (satu) 
rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk keperluan 
pendaftaran peralihan  hak  akibat  jual beli  dalam  akta  ini. 
 Pihak Pertama Pihak Kedua 
 
 
 H. DG.NOMPO R I K A     
 
Saksi – saksi 
 
 1.Lurah Tamarunang 2. KaLingk. Panggentungang 
 
 
 
 HARIS S, SE, M.Si H. HASAN BASRI 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPATS) 
 
 
 
 
Kecamatan Somba Opu 
 
 
ANDI KUMALA IDJO, SH 
 
 
 
 
 
PEMBUAT AKTA TANAH 
SEMENTARA 
(PPATS) 
CAMAT 
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
SK KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel Nomor : 101/KEP-73.6/V/12 
Tanggal 21 Mei 2012 
Jalan Sirajuddin Rani No.71 Bonto-bontoa 
 
AKTA HIBAH 
Nomor           / 
Hadir dihadapan saya ANDI KUMALA IDJO, Sarjana Hukum------------------------------------ 
Yang berdasarkan Surat Keputusan KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel ----------------------------------- 
 
 
 
 
Tanggal 21 Mei 2012 Nomor 101/KEP-73.6/V/12 ------------------------------------------------------- 
Diangkat/ditunjuk   sebagai   Pejabat  Pembuat   Akta   Tanah, yang selanjutnya  
disebut  PPAT,  yang  dimaksud  dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah   Nomor   24 
Tahun   1997   tentang   Pendaftaran  Tanah, dengan   daerah   kerja   Kecamatan   
Somba  Opu  Kabupaten  Gowa. 
Dan berkantor di Jalan Sirajuddin Rani No. 71 Bonto-bontoa. Dengan 
dihadiri oleh saksi–saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 
:  
I. - SUPU DG. NGITUNG, Lahir di Pa‟bangiang pada Tanggal 10 Oktober 1945, 
Tukang Kayu, Islam, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Raya No. 78 RT.001 RW.004 
Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ---------------------------------------- 
-   Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.101045.0001 --------------------------- 
-  Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini 
telah mendapat persetujuan dari istrinya yang turut bertanda tangan dalam 
akta ini yaitu : R U K I A H ------------------------------------------------------------------------- 
- Warga Negara Indonesia;  ---------------------------------------------------------------------------- 
- selaku PENGHIBAH,  untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ------------------ 
II.- M. ADI MAKMUR, Lahir di Sungguminasa pada Tanggal 14 Mei 1981, Buruh 
harian lepas, Islam, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Raya No. 78 RT.001 RW.004 
Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ---------------------------------------- 
-  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.140581.0005 ---------------------------- 
- Warga Negara Indonesia;  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
SelakuPENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 
 
 
Para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / 
para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebut 
pada akhir  akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pihak  Pertama  menerangkan  dengan  ini menghibahkan  kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :  ---------------------- 
 Hak Milik atas sebidang tanah : --------------------------------------------------------------------- 
Persil Nomor 43 a DI, Kohir Nomor 1891 C1, Seluas + 78 m2 ( Tujuh Puluh 
Delapan meter persegi ), dengan batas – batas : 
Sebelah Utara : Tanah milik Supu Dg. Ngitung 
Sebelah Timur : Tanah milik Zain Jumrah 
Sebelah Selatan : Lorong 
Sebelah Barat : Jalanan  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT-PBB) 
Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.06.040.010.007.0124.0 
Berdasarkan alat – alat bukti berupa :  ----------------------------------------------------------------------- 
1.Rincik 
2.PBB 2013 
3. 
- Terletak di :  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 - Propinsi   : Sulawesi Selatan 
 - Kabupaten   : Gowa 
 - Kecamatan    : Somba Opu 
 - Desa / Kelurahan  : Tombolo 
 - Lingkungan   : Pa‟bangiang 
Hibah ini meliputi  pula : --------------------------------------------------------------------------------------- 
Bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya --------------------------------------------------------- 
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah” . ---------------- 
Pihak pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  -------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal 1 --------------------------------------- 
Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  Pihak  
Kedua  dan  karenanya  segala keuntungan yang didapat dari, dan segala 
kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. 
-----------------------------------  Pasal 2 --------------------------------------- 
Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana 
didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan 
mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak 
dan/atau tidak tampak. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------  Pasal 3 --------------------------------------- 
 
 
 
 
Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya 
tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang 
– undangan yang berlaku. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  4 -------------------------------------- 
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek hibah dalam akta ini dengan 
hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan 
menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  5 -------------------------------------- 
Kedua  belah Pihak  telah  mengetahui betul dengan baik obyek tanah yang 
dimaksud, letak dan batas – batasnya serta segala sesuatu yang terkandung 
didalamnya dan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas obyek dimaksud 
maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya dan siap menanggung segala 
resiko hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara dan para saksi lainnya. ---------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  6 -------------------------------------- 
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman 
hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal 7 --------------------------------------- 
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segalanya biaya peralihan hak ini dibayar 
oleh Pihak Kedua. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Akhirnya  hadir  juga   dihadapan   saya,   dengan   dihadiri  oleh   saksi – saksi  yang  
sama  dan  disebutkan  pada  akhir  akta  ini  yang menerangkan  telah  mengetahui  
apa  yang  diuraikan  diatas  dan menyetujui  hibah dalam  akta  ini.  --------------------------------- 
 
 
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan saksi – saksi sebagai berkut :  ---------------- 
 
1. Mappatangka Azis.SE Lurah Tombolo 
2. H.Muh Yunus Dg.Sila Kepala Lingkungan Pa‟bangian 
Sebagai saksi – saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,maka sebagai   bukti 
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua 
tersebut diatas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak 
Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu1 (satu) 
rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk keperluan 
pendaftaran peralihan  hak  akibat  hibah  dalam  akta  ini. 
 
 Pihak Pertama Pihak Kedua 
 
 
 
 SUPU DG. NGITUNG M. ADI MAKMUR           
 
 
 
 
 
Persetujuan Istri : 
 
 
R U K I A H 
 
Saksi - saksi 
 1.Lurah Tombolo 2. KaLingk. Pa‟bangiang 
 
 
 
 MAPPATANGKA AZIS.SE H.MUH YUNUS DG.SILA 
 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPATS) 
Kecamatan Somba Opu 
 
 
 
ANDI KUMALA IDJO, SH 
 
 
 
 
 
PEMBUAT AKTA TANAH 
SEMENTARA 
(PPATS) 
CAMAT 
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
SK KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel Nomor : 101/KEP-73.6/V/12 
Tanggal 21 Mei 2012 
Jalan Sirajuddin Rani No.71 Bonto-bontoa 
 
AKTA HIBAH 
Hadir dihadapan saya ANDI KUMALA IDJO, Sarjana Hukum------------------------------------ 
Yang berdasarkan Surat Keputusan KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel ----------------------------------- 
Tanggal 21 Mei 2012 Nomor 101/KEP-73.6/V/12 ------------------------------------------------------- 
Diangkat/ditunjuk   sebagai   Pejabat  Pembuat   Akta   Tanah, yang selanjutnya  
disebut  PPAT,  yang  dimaksud  dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah   Nomor   24 
Tahun   1997   tentang   Pendaftaran  Tanah, dengan   daerah   kerja   Kecamatan   
Somba  Opu  Kabupaten  Gowa. 
Dan berkantor di Jalan Sirajuddin Rani No. 71 Bonto-bontoa. Dengan 
dihadiri oleh saksi–saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 
:  
 
 
 
 
I.- H A D E, Lahir di Bontobarani pada Tanggal 28 Desember 1950, Mengurus 
rumah tangga, Islam, bertempat tinggal di Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang RT.003 
RW.006 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ----------------------- 
-   Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 731007.711250.0001 --------------------------- 
- Bertindak atas nama para Ahli Waris dari Almarhumah Haji SOHORAH, 
berdasarkan surat keterangan Ahli waris yang di tanda tangani oleh para pahli 
waris pada tanggal 19 Oktober 2012 yang di ketahui oleh Lurah Tombolo dan 
Camat Somba Opu ------------------------------------------------------------------------------------- 
- Warga Negara Indonesia;  ---------------------------------------------------------------------------- 
- selaku PENGHIBAH,  untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ------------------ 
II.-MUH. THAHIR SIDE, Lahir di Maros pada Tanggal 27 September 1967,   
Karyawan swasta, Islam, bertempat tinggal di Jl. Abd. Muthalib Dg. Narang RT.003 
RW.006 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ---------------------------- 
-  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.270967.0002 ---------------------------- 
Warga Negara Indonesia;   
 
 
- Selaku PENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -------------- 
 
Para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / 
para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebut 
pada akhir  akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Pihak  Pertama  menerangkan  dengan  ini menghibahkan  kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :  ---------------------- 
 Hak Milik atas sebidang tanah : --------------------------------------------------------------------- 
Persil Nomor 26 SII, Kohir Nomor 1287 C1, Seluas + 195 m2 (Seratus 
Sembilan Puluh Lima meter persegi ), dengan batas – batas : 
Sebelah Utara : Rencana Lorong 
Sebelah Timur : Tanah milik Gege 
Sebelah Selatan : Tanah milik Gege 
Sebelah Barat : Rencana Jalanan  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT-PBB) 
Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.06.040.010.004.0466.0 
Berdasarkan alat – alat bukti berupa :  ----------------------------------------------------------------------- 
1.AJB No. 475/KSO/KLK/VIII/1992 
2.PBB 2013 
3.Surat keterangan Ahli Waris 
- Terletak di :  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Propinsi   : Sulawesi Selatan 
 - Kabupaten   : Gowa 
 - Kecamatan    : Somba Opu 
 - Desa / Kelurahan  : Tombolo 
 - Lingkungan   : Pa‟bangiang 
Hibah ini meliputi  pula : --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Tanah dan segala sesuatu yang ada diatasnya -------------------------------------------------------------- 
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah” . ---------------- 
Pihak pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  -------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal 1 --------------------------------------- 
Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  Pihak  
Kedua  dan  karenanya  segala keuntungan yang didapat dari, dan segala 
kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua. 
 
-----------------------------------  Pasal 2 --------------------------------------- 
Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana 
didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan 
mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak 
dan/atau tidak tampak. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----------------------------------  Pasal 3 --------------------------------------- 
Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya 
tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang 
– undangan yang berlaku. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  4 -------------------------------------- 
 
 
 
 
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek hibah dalam akta ini dengan 
hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan 
menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  5 -------------------------------------- 
Kedua  belah Pihak  telah  mengetahui betul dengan baik obyek tanah yang 
dimaksud, letak dan batas – batasnya serta segala sesuatu yang terkandung 
didalamnya dan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas obyek dimaksud 
maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya dan siap menanggung segala 
resiko hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
Sementara dan para saksi lainnya. ---------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal  6 -------------------------------------- 
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman 
hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------  Pasal 7 --------------------------------------- 
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segalanya biaya peralihan hak ini dibayar 
oleh Pihak Kedua. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Akhirnya  hadir  juga   dihadapan   saya,   dengan   dihadiri  oleh   saksi – saksi  yang  
sama  dan  disebutkan  pada  akhir  akta  ini  yang menerangkan  telah  mengetahui  
apa  yang  diuraikan  diatas  dan menyetujui  hibah dalam  akta  ini.  --------------------------------- 
 
 
 
 
 
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan saksi – saksi sebagai berkut :  ---------------- 
 
1. Mappatangka Azis.SE Lurah Tombolo 
H.Muh Yunus Dg.Sila Kepala Lingkungan Pa‟bangiang 
Sebagai saksi – saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,maka sebagai   bukti 
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua 
tersebut diatas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak 
Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu1 (satu) 
rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk keperluan 
pendaftaran peralihan  hak  akibat  hibah  dalam  akta  ini. 
 
 Pihak Pertama Pihak Kedua 
 
 
 
 H A D E MUH. THAHIR SIDE           
 
Persetujuan Ahli Waris : 
 
 
 
 
 
 
 
1. S I T T I                       2. J A D I 
 
Saksi - saksi 
 1.Lurah Tombolo 2. KaLingk. Pa‟bangiang 
 
 
 MAPPATANGKA AZIS.SE H.MUH YUNUS DG.SILA 
 
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPATS) 
Kecamatan Somba Opu 
 
 
 
ANDI KUMALA IDJO, SH 
 
 
 
PEMBUAT AKTA TANAH 
SEMENTARA 
(PPATS) 
 
 
 
 
CAMAT 
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA 
SK KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel Nomor : 101/KEP-73.6/V/12 
Tanggal 21 Mei 2012 
Jalan Sirajuddin Rani No.71 Bonto-bontoa 
 
AKTA HIBAH 
Hadir dihadapan saya ANDI KUMALA IDJO, Sarjana Hukum------------------------------------ 
Yang berdasarkan Surat Keputusan KaKanWil BPN Prop. Sul-Sel ----------------------------------- 
Tanggal 21 Mei 2012 Nomor 101/KEP-73.6/V/12 ------------------------------------------------------- 
Diangkat/ditunjuk   sebagai   Pejabat  Pembuat   Akta   Tanah, yang selanjutnya  
disebut  PPAT,  yang  dimaksud  dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah   Nomor   24 
Tahun   1997   tentang   Pendaftaran  Tanah, dengan   daerah   kerja   Kecamatan   
Somba  Opu  Kabupaten  Gowa. 
Dan berkantor di Jalan Sirajuddin Rani No. 71 Bonto-bontoa. Dengan 
dihadiri oleh saksi–saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini 
:  
I.- NAHRIA BINTI BASO ( Alias dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis 
NAHARIAH Dg. BAJI ), Lahir di Pa‟bangiang pada Tanggal 14 Mei 1960, 
Mengurus rumah tangga, Islam, bertempat tinggal di Jl. Kacong Dg. Lalang RT. 
001 RW. 003 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ---------------- 
-   Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.540560.0003 --------------------------- 
 
 
 
 
-  Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini, 
telah mendapat persetujuan dari suaminya yang turut bertanda tangan dalam 
akta ini yaitu : P. Dg. GULING --------------------------------------------------------------------- 
- Warga Negara Indonesia;  ---------------------------------------------------------------------------- 
- selaku PENGHIBAH,  untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ------------------ 
II.- NURMADANTI, Lahir di Arjosari pada Tanggal 19 Maret 1989, Mengurus 
rumah tangga, Islam, bertempat tinggal di Jl. Kacong Dg. Lalang RT.001 
RW.003 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ----------------------- 
-  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 730608.590389.0008 ---------------------------- 
 Warga Negara Indonesia;  
- SelakuPENERIMA HIBAH, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA --------------- 
 
Para penghadap dikenal oleh saya dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / 
para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebut 
pada akhir  akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pihak  Pertama  menerangkan  dengan  ini menghibahkan  kepada Pihak Kedua dan 
Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama :  ---------------------- 
 Hak Milik atas sebidang tanah : --------------------------------------------------------------------- 
Persil Nomor 43 DI, Kohir Nomor 888 C1, Seluas + 60 m2 ( Enam Puluh 
meter persegi ), dengan batas – batas : 
Sebelah Utara : Tanah milik Nahria Binti Baso Dg. Baji 
Sebelah Timur : Lorong 
 
 
 
 
Sebelah Selatan : Tanah milik Yusna 
Sebelah Barat : Tanah milik Sunyanto  
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  Pajak  Bumi  dan Bangunan (SPPT-PBB) 
Nomor Objek Pajak (NOP) : 73.06.040.010.007.0460.0 
Berdasarkan alat – alat bukti berupa :  ----------------------------------------------------------------------- 
1.Hibah No. 757/KSO/KTL/III/07 
2.PBB 2013 
3. 
- Terletak di :  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Propinsi   : Sulawesi Selatan 
 - Kabupaten   : Gowa 
 - Kecamatan    : Somba Opu 
 - Desa / Kelurahan  : Tombolo 
 - Lingkungan   : Pa‟bangiang 
Hibah ini meliputi  pula : --------------------------------------------------------------------------------------- 
Tanh dan segala sesuatu yang ada diatasnya --------------------------------------------------------------- 
Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Objek Hibah” . ---------------- 
Pihak pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan 
dengan syarat – syarat sebagai berikut :  -------------------------------------------------------------------- 
 
 -----------------------------------  Pasal 1 --------------------------------------- 
 
 
 
 
Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi  milik  
Pihak  Kedua  dan  karenanya  segala keuntungan yang didapat dari, dan segala 
kerugian/beban atas objek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak 
Kedua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 2 --------------------------------------- 
Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya 
sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan 
tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang 
tampak dan/atau tidak tampak. -------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 3 --------------------------------------- 
Pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan 
tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut 
ketentuan perundang – undangan yang berlaku. ----------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal  4 -------------------------------------- 
Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah menjadi objek hibah dalam akta ini 
dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para 
pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional 
tersebut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 -----------------------------------  Pasal  5 -------------------------------------- 
Kedua  belah Pihak  telah  mengetahui betul dengan baik obyek tanah yang 
dimaksud, letak dan batas – batasnya serta segala sesuatu yang terkandung 
 
 
 
 
didalamnya dan apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa atas obyek 
dimaksud maka kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya dan siap 
menanggung segala resiko hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah Sementara dan para saksi lainnya. ------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal  6 -------------------------------------- 
Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat 
kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------  Pasal 7 --------------------------------------- 
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segalanya biaya peralihan hak ini 
dibayar oleh Pihak Kedua. -------------------------------------------------------------------------------- 
Akhirnya  hadir  juga   dihadapan   saya,   dengan   dihadiri  oleh   saksi – saksi  yang  
sama  dan  disebutkan  pada  akhir  akta  ini  yang menerangkan  telah  mengetahui  
apa  yang  diuraikan  diatas  dan menyetujui  hibah dalam  akta  ini.  --------------------------------- 
 
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan saksi – saksi sebagai berkut :  ---------------- 
 
1. Mappatangka Azis.SE Lurah Tombolo 
H.Muh Yunus Dg.Sila Kepala Lingkungan Pa‟bangiang 
Sebagai saksi – saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan,maka sebagai   bukti 
kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Pertama dan Pihak Kedua 
tersebut diatas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak 
 
 
 
 
Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu1 (satu) 
rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk keperluan 
pendaftaran peralihan  hak  akibat  hibah  dalam  akta  ini. 
 
 Pihak Pertama Pihak Kedua 
 
 
 
 NAHARIAH Dg. BAJI NURMADANTI           
 
Persetujuan Suami : 
 
 
P. Dg. GULING 
 
Saksi - saksi 
 1.Lurah Tombolo 2. KaLingk. Pa‟bangiang 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara 
(PPATS) 
Kecamatan Somba Opu 
 
 
 
ANDI KUMALA IDJO, SH 
 
D. Hasil Wawancara 
1. Pengertian hibah 
Hibah yaitu penyerahan secara ikhlas dan tulus oleh seseorang ke seseorang. 
Contohnya dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua atau hibah saudara ke 
saudara, om ke keponakan, kakek ke cucu, Tidak mengikat siapa orangnya yang 
penting mau memberi. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja. 
2. Syarat Hibah 
Yang memberi hibah harus si pemilik, si pemberi hibah adalah  orang yang 
berhak atas sesuatu barang, kepemilikan harta benda penghibah harus jelas yaitu 
pemilik mutlak atas seuatu barang, barang disini bisa berupa apapun tanah barang 
bergerak atau tidak bergerak, hibah tidak selalu soal tanah, bisa saja motor 
dihibahkan kepada orang atau hp. Penyerahan harta hibah di awali dengan 
penyelesaian administrasi, barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak, yang 
memiliki dokumen itu administrasinya dulu di selesaikan seperti tanah ketika mau 
 
 
 
 
menghibahkan harus melapor ke pejabat, pejabat yang berwenang dalam hal ini 
adalah pejabat pembuat akta tanah (PPAT) bisa camat atau notaris, di selesaikan 
administrasi setelah rampung  baru di serahkan ke penerima hibah, nah terjadilah 
perpindahan hak. Kalau barang bergerak biasanya cukup dengan kwitansi seperti 
motor, meja, dsb antara pemberi hibah dan penerima hibah itu sudah cukup, kalau 
barang bergerak pasti ada saksi, kalau barang tidak bergerak tidak perlu ada saksi 
cukup dengan kwitansi tapi lebih bagus lagi kalau ada saksi tapi kalau barang tidak 
bergerak pasti harus wajib ada saksi. Makanya dalam akta ada terlampir nama saksi, 
melihat minimal saksi dari pejabat untuk di kuatkan bisa saksi dari pihak keluarga 
contoh suami menghibahkan sesuatu harus diketahui oleh istri bahwa dia 
menghibahkan kepada seorang anaknya kemenakannya, atau cucunya, kalau istri 
masih ada dia harus menyaksikan ini barang sudah diberikan ke seseorang begitulah 
prosedurnya kalau istri masih hidup, istrinya harus tanda tangan persetujuan. 
 
3. Hal Yang Dapat Membatalkan Hibah 
Yaitu secara barang yang dihibahkan bukan kepemilikan hak dari penghibah, 
kemudian ada perlakuan yang tidak adil dari orang tua ke anak, ketika orang tua 
menghibahkan barang-barang tidak adil anak bisa menuntut untuk membatalkan, ada 
yang pernah menghibahkan barang tetapi bukan kepemilikannya maka dia mendapat 
gugatan ternyata dimenangkan oleh penggugat ini akhirnya otomatis hibah gugur. 
Karena salah satu yang bisa menggugurkan hibah adalah perlakuan tidak adil. Ketka 
seseorang ahli waris diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya penghibah dia bisa 
 
 
 
 
menuntut dan kalau dia bisa membuktikan itu perlakuan tidak adil maka hibah ini 
akan di atur sesuai syariat Islam, seperti pembagian warisan berapa bagian kepada 
anak laki-laki, perempuan dan isti. Kalau ada ahli waris merasa tidak mendapat 
keadilan. 
 
4. Hibah Dalam KUH Perdata 
Kalau dalam aturan perdata ada artinya begini  ketika seseorang bisa 
membuktikan bahwa dia bukan pemilik maka hal-hal yang berlaku turunannya batal. 
Si A menghibahkan barang ke B, tapi si A mendapat gugatan dari si C dan si C bisa 
membuktikan gugatannya otomatis turunan si A hibah batal. Barang yang dihibahkan 
masih bisa digugat apabila si penggugat memiliki bukti-bukti otentik yang sah dan 
itu ada beberapa pernah terjadi. Ada terbit akta hibah antara suami ke istri 
sebenarnya tidak bisa, dugaan sementara bahwa si penggugat adalah istri pertama. 
Secara perdata harta barang suami milik istri, harta barang istri milik suami. 
 
5. Tujuan Hibah 
Untuk mengalihkan barang dari si pemilik hibah kepada penerima hibah, 
beberapa kemudahan khususnya barang tidak bergerak dia mendapat kemudahan dan 
keringanan dari sisi pajak. Perbedaan hibah dan waris, hibah dilakukan ketika 
seseorang masih hidup, dia bisa menghibahkan barangnya saat masih hidup, ketika 
meninggal penerima hibah dia bisa mewariskan harta barangnya. Jatuh waris kepada 
ahli waris. Waris diberikan pada saat pewaris sudah meninggal. Hibah harus berlaku 
 
 
 
 
adil terutama kepada anak-anaknya yang berhak menerima harta bendanya yang 
bersangkutan kelak karena ketika dia tidak adil maka ahli waris bisa menggugat, 
terkadang kita disini mengingatkan kepada si penghibah ketika dia ingin 
menghibahkan harta bendanya kepada seseorang yang bukan dari ahli waris dalam 
artian keluarganya seperti anaknya, kemenakannya, cucunya berlaku adil supaya 
tidak menimbulkan persoalan kelak di belakang hari.
45
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 Rusbullah Bakri, Ka Seksi Pemerintahan, wawancara di Kecamatan Somba Opu, 22 Juni 
2016. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, orang yang telah berumur 
sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat 
menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang 
dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Hibah sebagai salah satu 
bentuk tolong menolong dalam rangka menanamkan kebajikan antara sesama 
manusia sangat bernilai positif. Hibah dapat dilakukan selama si penghibah 
masih hidup. 
2. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah yaitu suatu 
perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-
Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda 
guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-
undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-
orang yang masih hidup. Hibah dibuat di hadapan notaris (merupakan suatu 
keharusan), jika harta benda yang dihibahkan tidak bergerak seperti tanah 
kepemilikan sedangkan seorang pemberi hibah memberikan sebuah arloji 
kepada penerima hibah, maka hal tersebut tidak memerlukan suatu akta 
otentik yang dibuat di hadapan seorang notaris.  
 
 
 
 
3. Dengan melihat tinjauan teori kemaslahatan dari beberapa segi maslahat itu 
adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan 
kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan 
dengan tujuan syara' dalam menetapkan hokum. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Hibah merupakan suatu bentuk pemberian Cuma-cuma, dan merupakan ajaran yang 
disyari'atkan oleh agama Islam. Karena di dalamnya terkandung nilai yang positif, 
maka penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk bahan pertimbangan bagi para 
hakim dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan hibah. 
2. Bahan informasi untuk kalangan para akademisi, hakim maupun masyarakat tentang 
hibah antara suami-isteri, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan aturan 
hibah antara suami-isteri. 
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